
BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 
NOMOR S'\ TARUN 2019 

TENTANG 
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI 

PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOJOKERTO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah melalui optimalisasi pelayanan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perlu 

meninjau kembali Tarif Retribusi Penjualan Produksi 

Usaha Daerah sebagaimana telah diatur dalam 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Usaha; 

b. bahwa dengan adanya peninjauan kembali tarif 

retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka 

Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, Tarif 

Retribusi Rumah Potong Hewan dan Tarif Retribusi 

Penjualan Produksi Usaha Daerah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan sehingga perlu dicabut dan 

diganti dengan yang baru; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha 

Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang

Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 
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Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang 

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5918); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 

Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 

Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Mojokerto Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 

Nomor 2); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI 

USAHA DAERAH. 

Pasal I 

Ketentuan Tarif Retribusi Produksi Usaha Daerah dalam 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 

2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Mojokerto Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto 

Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
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Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

8. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH : 

NO. JENIS PELAYANAN UKURAN BESARNYA 

BIBIT TARIF 

(gram). RETRIBUSI 

(Rp). 

1 2 3 4 

1. Bibit Tawes 1-3 10 

>3-5 25 

>5-7 50 

>7-9 70 

2. Bibit Tombro 1-3 50 

>3-5 100 

>5-7 125 

>7-9 300 

3. Bibit Nila 1-3 50 

>3-5 60 

>5-7 100 

>7-9 115 

4. Bibit Gurami 1-3 250 

>3-5 700 

>5-7 1100 

>7-9 1400 

5. Bibit lele 1-3 50 

>3-5 70 

>5-7 120 

>7-9 160 

6. Bibit Patin 1-3 150 

>3-5 200 

>5-7 275 

>7-9 325 
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1 2 3 4 

7. Bibit Bawal 1-3 200 

>3 - 5 250 

>5 - 7 300 

>7 - 9 400 

Pasal II 

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku 

Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, Tarif 

Retribusi Rumah Potong Hewan dan Tarif Retribusi 

Penjualan Produksi Usaha Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 76) dicabut 

dan dinyataka n tidak berlaku. 

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

d iundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetah uinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 
pada tanggal 2. 2. ..) ~ \...\ 'LO~ 

WAKIL BUPATI MOJOKERTO, 

PUNGKAS IADI 

Diundangkan di Mojokerto 
pada tanggal (2_ 'l.. J u 1... , 'l.J':)~ 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, 

H 

DERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR s, 


